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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ekonomi
sirkular dalam pengelolaan sampah di Kota Metro serta mengkaji
keterkaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonomi sirkular
dipandang sebagai pendekatan strategis dalam menciptakan sistem
pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui tujuh prinsip utama: reduce,
reuse, recycle, recover, redesign, extended producer responsibility (EPR), dan
kolaboratif-partisipatif. Menggunakan pendekatan kualitatif —melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa
prinsip reduce, reuse, dan recycle telah diimplementasikan secara cukup
efektif berkat edukasi dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, prinsip
recover dan EPR masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan
teknologi dan belum optimalnya peran produsen. Dalam perspektif ekonomi
Islam, penerapan ekonomi sirkular ini sejalan dengan nilai-
nilai maslahah, amanah, dan khalifah fil ardh, yang menekankan pentingnya
pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab dan berkeadilan. Dengan
demikian, ekonomi sirkular tidak hanya berdampak ekologis dan ekonomis,
tetapi juga mencerminkan etika spiritual Islam dalam menjaga lingkungan dan
memberdayakan masyarakat.

Kata Kunci: Ekonomi Sirkular, Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup

Kota Metro
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PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung
implementasi ekonomi sirkular sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.
Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024, di mana ekonomi sirkular ditetapkan sebagai agenda prioritas nasional guna
mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 12
tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta Tujuan 11 dan 13 terkait
keberlanjutan kota dan perubahan iklim. Komitmen ini juga selaras dengan upaya
pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia tahun 2030 sebagai
bagian dari mitigasi perubahan iklim global (Raihan & Rahma, 2022).

Salah satu bentuk implementasi kebijakan ini terlihat di Kota Metro, Provinsi
Lampung, yang telah menjalankan program pengelolaan sampah berbasis ekonomi
sirkular melalui inisiatif bank sampah sejak tahun 2014. Program ini dikelola oleh Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) dan bertujuan mengurangi timbulan sampah, mendorong
partisipasi masyarakat, serta menciptakan nilai ekonomi dari limbah melalui praktik-
praktik seperti reduce, reuse recycle (3R), recover, redesign, extended producer
responsibility (EPR), dan kolaborasi komunitas. Program ini mencerminkan pergeseran
paradigma dari sistem linear "ambil-gunakan-buang" menjadi sistem sirkular yang
berupaya memperpanjang siklus hidup produk dan meminimalkan limbah.

Gambar 1. Data Perkembangan Bank Sampah Kota Metro 2014- 2024)
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Sumber: Data Primer, diolah (2024)

Meskipun terdapat peningkatan jumlah bank sampah dari tahun ke tahun hingga
mencapai 23 unit pada tahun 2024, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya optimal.
Berdasarkan data DLH Kota Metro (2023), produksi sampah harian mencapai 80-100
ton, dengan 60% di antaranya berasal dari rumah tangga. Namun, hanya sekitar 27%
rumah tangga yang memilah sampah sebelum dibuang, akibat masih dominannya sistem
kumpul-angkut-buang dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, prinsip EPR
belum berjalan maksimal karena belum adanya regulasi teknis di tingkat daerah,
sementara prinsip recover juga menghadapi kendala akibat keterbatasan teknologi
pengolahan sampah residu.
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Grafik 2. Jumlah Bank Sampah Per Wilayah di Kota Metro Tahun 2024
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Sumber: Data Primer, diolah (2024)

Untuk meningkatkan efektivitas program, pada tahun 2021 DLH menggandeng
Tim Penggerak PKK guna memperluas partisipasi masyarakat dan memperkuat
kelembagaan komunitas dalam pengelolaan sampah. Perubahan ini berhasil mendorong
keterlibatan perempuan dan ibu rumah tangga dalam aktivitas produksi barang daur
ulang seperti ecobrick, kompos, paperbag, dan kursi dari botol bekas, yang turut
mendukung pelaku UMKM dan memberi nilai tambah ekonomi lokal. Namun demikian,
tantangan tetap ada, seperti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam layanan
pengelolaan sampah (baru 37% pelanggan dari total rumah tangga), kurangnya
infrastruktur, serta belum meratanya akses informasi di berbagai wilayah.

Grafik 3. Jumlah Pelanggan Layanan Pengelolaan Sampah Kota Metro Tahun 2024
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Menurut Norman (2022) ekonomi sirkular tidak hanya berfokus pada pengelolaan
sampah, tetapi juga melibatkan kebijakan untuk menekan penggunaan sumber daya serta
memperpanjang umur produk. Prinsip ini tercermin dalam kerangka 9R, yang terdiri dari
pemanfaatan produk secara lebih efisien, perpanjangan masa pakai produk, dan
pengolahan kembali material untuk digunakan ulang. Geissdoerfer et al (2017)
menekankan bahwa ekonomi sirkular berfokus pada pengurangan penggunaan sumber
daya alam dan pengelolaan limbah secara efisien. Sementara itu, Walter R. Stahel (2019)
mengatakan bahwa pentingnya prinsip redesign, reduce, reuse, recycle, recover, extended
producer responsibility (EPR), dan kolaboratif partisipatif dalam pengelolaan sampah.
Purwanti (2021) mendukung gagasan ini dengan menekankan bahwa sistem bank
sampah mendorong masyarakat untuk memilah, mendaur ulang, dan mengurangi
timbulan sampah sejak dari rumah tangga.
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Ghisellini et al. (2016) juga menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dan
dukungan kebijakan dari pemerintah merupakan komponen penting dalam penerapan
sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Muanifah & Cahyani (2021)
menambahkan bahwa tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah anorganik adalah
mendorong praktik daur ulang yang efisien dan menghasilkan nilai ekonomi.

Kirchherr et al. (2017) menyatakan bahwa ekonomi sirkular bukan hanya tentang
daur ulang, melainkan merancang ulang produk dengan mempertimbangkan
keberlanjutan sejak awal. Gueye (2021)memperkuat gagasan ini dengan menekankan
pentingnya dukungan kebijakan dari pemerintah, keterlibatan industri, dan partisipasi
masyarakat. Dalam konteks Indonesia, prinsip ekonomi sirkular telah masuk ke dalam
RPJMN 2020-2024 dan berbagai regulasi lainnya.

Berbagai teori dan pandangan di atas menunjukkan bahwa penerapan ekonomi
sirkular memerlukan dukungan kebijakan yang kuat, keterlibatan masyarakat, tanggung
jawab produsen, serta perubahan dalam pola konsumsi dan produksi. Prinsip-prinsip
tersebut membutuhkan landasan hukum yang dapat mendorong pelaksanaan di tingkat
nasional maupun lokal, sehingga arah implementasi menjadi lebih terarah dan
berkelanjutan.

Di tingkat nasional, penerapan ekonomi sirkular tidak lepas dari kerangka SDGs,
terutama tujuan ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
(Bappenas, 2022) dalam Modul Teori Pembangunan Berkelanjutan menyatakan bahwa
prinsip-prinsip SDGs dapat menjadi landasan dalam mendorong perubahan paradigma
menuju sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Poornaiya (2021) juga
menyatakan bahwa implementasi SDGs memerlukan sinergi antara sektor publik, swasta,
dan masyarakat dalam mencapai keberlanjutan jangka panjang. Tujuan SDGs yang terkait
langsung dengan pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular antara lain mencakup
Tujuan 11 (kota dan komunitas yang berkelanjutan), Tujuan 12 (konsumsi dan produksi
yang bertanggung jawab), dan Tujuan 13 (penanganan perubahan iklim). Selain itu,
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini bertujuan untuk menyelenggarakan
pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, memenuhi hak dan kewajiban
masyarakat, serta mengatur tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pelayanan
publik terkait pengelolaan sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah
tangga di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur sistem pengelolaan sampah
yang lebih baik, termasuk pengurangan dan penanganan sampabh, serta tanggung jawab
produsen dalam pengelolaan sampah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (LHK) Nomor 75 Tahun 2019 mengatur tentang peta jalan pengurangan
sampah oleh produsen. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi sampah yang
dihasilkan oleh produsen, terutama sampah yang berasal dari kemasan dan produk yang
sulit terurai.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular
memiliki landasan nilai yang kuat. Konsep ini sejalan dengan prinsip maslahah yaitu
kemanfaatan umum dan /a dharar wa la dhirar yaitu menghindari bahaya dan tidak
membahayakan. Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab teknis, tetapi
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juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual umat manusia sebagai khalifah fil
ardh. Islam mendorong efisiensi penggunaan sumber daya (al-igtisad) dan melarang
pemborosan (israf), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf: 31. Prinsip-prinsip
seperti amanah, ihsan, dan ta’awunmenjadi fondasi normatif dalam mendukung ekonomi
sirkular yang berbasis partisipasi dan keberlanjutan.

Selain itu, konsep ekonomi sirkular dalam Islam juga erat kaitannya dengan
keadilan distribusi sumber daya (ad/) dan perlindungan terhadap lingkungan (Aifz al-
bi‘ah), salah satu dari lima prinsip utama maqashid syariah. Dalam konteks ini, program
bank sampah dapat dilihat sebagai upaya kolektif untuk menjaga lingkungan, mengurangi
kesenjangan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal, dan
menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang beretika dan inklusif.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam
implementasi kebijakan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah di Kota Metro,
mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat di lapangan, serta
mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini mampu menciptakan dampak sosial, ekonomi,
dan ekologis yang berkelanjutan. Integrasi perspektif ekonomi Islam dalam analisis ini
diharapkan dapat memperkuat kerangka normatif dan etis dalam membangun sistem
pengelolaan sampah yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil, partisipatif, dan sesuai
dengan nilai-nilai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriptif kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Yesti et al, (2025) pendekatan ini
dipilih untuk memahami secara mendalam Analisis Kebijakan Ekonomi Sirkular Sampah
pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Penelitian ini juga berupaya memahami
pengalaman dan perspektif pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama: observasi, wawancara dan
dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan tiga kelompok informan
utama, yaitu perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, pengurus bank sampah, dan
masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Observasi dilakukan secara
langsung terhadap proses pengumpulan, pemilahan, serta pengolahan sampah oleh
masyarakat dan pengelola bank sampah di Kota Metro, untuk memperoleh data nyata
mengenai pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular, wawancara ini bertujuan untuk
menggali pemahaman tentang kebijakan ekonomi sirkular, efektivitas pengelolaan
sampah, serta kendala yang dihadapi dalam proses daur ulang. Selain itu, dokumentasi
yang mencakup laporan pengelolaan sampah, peraturan terkait kebijakan ekonomi
sirkular, serta data statistik mengenai program bank sampah digunakan sebagai sumber
informasi pendukung untuk memperkaya analisis (Rachmawati, 2007)

Data dianalisis menggunakan metode analisis data interaktif (Miles et al., 2014),
yang mencakup reduksi data yaitu memilah data yang relevan dengan fokus penelitian
dan menghilangkan informasi yang tidak diperlukan, penyajian data menyusun data
dalam bentuk narasi atau tabel agar lebih mudah dipahami dan di analisis, serta
penarikan kesimpulan dan verifikasi yang mana mengidentifikasi pola-pola temuan
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utama dan memverifikasi keabsahan hasil penelitian melalui triangulasi sumber data
(Himawan et al,, 2023; Khatatbeh et al., 2021). Untuk memastikan validitas, digunakan
triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai metode pengumpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan ekonomi sirkular oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kota Metro dapat dilihat melalui penerapan tujuh prinsip ekonomi sirkular menurut
Walter R. Stahel, yaitu reduce, reuse, recycle, recover redesign, extended producer
responsibility (EPR), serta kolaboratif dan partisipatif. Ketujuh prinsip ini telah mulai
dijalankan secara bertahap oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama masyarakat
melalui program bank sampah dan kegiatan pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Reduce diterapkan melalui upaya pengurangan timbunan sampah sejak dari
sumbernya. Informan Y menyatakan bahwa pada tahun 2023 jumlah produksi sampah
harian mencapai 80-100 ton per hari dan sekitar 60% berasal dari sampah rumah tangga.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan edukasi kepada masyarakat untuk
mengurangi sampah plastik dan mendorong pemanfaatan ulang barang bekas. Salah satu
contohnya adalah pembatasan penggunaan plastik sekali pakai pada beberapa kegiatan
komunitas dan sosialisasi pemanfaatan barang daur ulang. Informan A], selaku Kepala
Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro, menyatakan
bahwa edukasi pengurangan sampah plastik telah menjadi fokus sejak 2021 melalui
program kemitraan dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan
pelatihan warga. Ia menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendorong
masyarakat untuk membawa wadah sendiri saat berbelanja dan memanfaatkan kembali
barang bekas sebagai bagian dari pembiasaan perilaku reduce di lingkungan rumah
tangga. Informan M selaku pengurus bank sampah menyampaikan bahwa prinsip reduce
diterapkan melalui strategi pemilahan sampah sejak dari sumber, seperti memisahkan
plastik, kardus, dan sisa makanan agar tidak tercampur. Sampah plastik yang tidak
memiliki nilai jual tinggi kemudian diolah menjadi ecobrick, sehingga dapat
dimanfaatkan kembali dan turut mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.
Melalui cara ini, sampah plastik yang sebelumnya tidak bernilai dapat memiliki nilai
ekonomi baru, yaitu sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per batang ecobrick tergantung
ukuran dan kualitasnya.

Reuse Informan SG selaku Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
(PKK) Bank Sampah menyampaikan bahwa prinsip reuse diwujudkan melalui
pemanfaatan barang bekas, seperti tali keramik, menjadi produk bernilai guna baru
berupa tas anyaman. Produk tersebut dijual dengan harga Rp25.000-Rp45.000 per unit
dan dipasarkan melalui kegiatan pameran lokal. Dinas Lingkungan Hidup mendukung
kegiatan ini dengan memberikan fasilitas berupa gunting, nilon, dan papan anyaman.
Kegiatan ini berhasil menggerakkan partisipasi ibu-ibu rumah tangga dalam proses
produksi, yang secara langsung memberikan penghasilan tambahan. Dalam satu bulan,
kelompok ini dapat menghasilkan sekitar 20 hingga 30 tas, yang memberikan tambahan
pendapatan sekitar Rp600.000 hingga Rp1.350.000, tergantung jumlah produksi dan
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penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip reuse tidak hanya berdampak
pada pengurangan limbabh, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat
sekitar.

Recycle merupakan salah satu prinsip yang paling aktif diterapkan. Informan lain,
Ibu L yang menjabat sebagai pengurus bidang budidaya magot, mendaur ulang limbah
plastik seperti sedotan dan botol bekas menjadi produk kreatif seperti bunga hias, pot
bunga, tempat tisu, dan pouch. Bunga dijual dengan harga Rp5.000-Rp10.000 per
tangkai, sementara pot bunga dihargai Rp30.000-Rp50.000 tergantung jumlah hiasan
yang digunakan. Produk lain dijual dalam kisaran Rp10.000-Rp50.000. DLH memberikan
bantuan berupa alat-alat seperti lem tembak, setrika, dan gunting untuk mendukung
proses produksi. Kegiatan ini telah membantu meningkatkan pemasukan bagi ibu-ibu
rumah tangga yang aktif mendaur ulang sampabh.

Informan lainnya, Pak M yang merupakan tokoh masyarakat sekaligus pengelola
bank sampah yang aktif menggerakkan kegiatan pengolahan limbah rumah tangga di
lingkungannya. la menjelaskan bahwa masyarakat di wilayahnya mendaur ulang sampah
organik menjadi kompos, dan sebagian sampah anorganik seperti kertas dan kardus
dikumpulkan untuk dijual kembali ke pengepul. Meskipun produk daur ulang yang
dihasilkan masih sederhana, seperti kompos dan kertas olahan, kegiatan ini tetap
memberikan tambahan penghasilan bagi warga. Kompos hasil olahan dijual dengan harga
Rp5.000 per kilogram dan digunakan juga untuk tanaman hias warga sekitar. Pak M
menambahkan bahwa kegiatan ini mendapat dukungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
berupa pelatihan pembuatan kompos dan bantuan alat pencacah sederhana. Pak M juga
menyampaikan bahwa selain mendaur ulang kompos bank sampah yang di kelola juga
mendaur ulang sampah plastik dapat didaur ulang menjadi ecobrik serta produk furnitur
seperti satu set kursi dan meja yang terbuat dari botol bekas, yang biasanya terdiri dari
empat kursi dan satu meja dengan harga sekitar Rp1.500.000. untuk pemasaran
produknya sudah tidak hanya di pameran tetapi sudah banyak yang mengenal dari satu
sumber ke sumber yang lainnya untuk daur ulang ini juga Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
memberikan fasilitas yang terdapat kendaraan roda tiga dan alat pencacah plastik untuk
menunjang proses daur ulang. Selain mengurangi limbah plastik kegiatan tersebut bisa
menunjang ekonomi warga yang ikut partisipasi dalam pengelolaannya.

Recover dilakukan dalam bentuk pemanfaatan kembali energi dan material dari
sampah residu. Namun, pelaksanaannya masih terbatas karena kurangnya fasilitas dan
teknologi untuk mengolah jenis sampah seperti popok dan pembalut. Dinas Lingkungan
Hidup (DLH) menyatakan bahwa belum ada alat khusus yang dapat mengelola sampah
jenis ini secara efisien, sehingga masih menjadi tantangan dalam penerapan prinsip
recoversecara optimal.

Redesign mulai diperkenalkan melalui pendekatan terhadap pelaku UMKM dan
pengelola bank sampah untuk mendesain ulang kemasan dan produk dari bahan limbah
menjadi lebih bernilai. Contohnya adalah tas daur ulang dari tali keramik, furnitur dari
botol bekas, dan bunga hias dari sedotan plastik. Produk-produk ini menunjukkan upaya
kreatif dalam merancang ulang barang bekas menjadi produk yang tidak hanya menarik
secara visual, tetapi juga memiliki nilai jual dan daya guna yang tinggi.
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Extended Producer Responsibility (EPR) diterapkan melalui kerja sama antara
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pelaku usaha dalam menyusun peta jalan
pengurangan sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendorong pelaku usaha seperti
caffe, hotel dan resporan untuk bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan dan
memberikan pelatihan serta fasilitas pendukung. Meskipun belum menyeluruh, beberapa
produsen telah mulai menerapkan Extended Producer Responsibility (EPR) secara
mandiri, termasuk dalam perubahan kemasan yang disediakan.

Kolaboratif dan partisipatif merupakan prinsip yang mendasari seluruh proses
implementasi kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjalin kerja sama dengan Tim
Penggerak PKK, sekolah, dan tokoh masyarakat dalam membentuk dan mengelola bank
sampah. Hingga tahun 2024, telah terbentuk 23 unit bank sampah aktif di lima kecamatan
dan satu wilayah perumahan. Masyarakat dilibatkan langsung dalam proses pemilahan,
pengumpulan, hingga pengolahan sampah, dan beberapa kelompok warga bahkan
membentuk unit produksi kreatif di bawah naungan bank sampah untuk meningkatkan
nilai ekonomi dari limbah yang dikumpulkan. Salah satu warga, Ibu M, menyampaikan
bahwa ia awalnya tidak paham soal pengelolaan sampah, tetapi setelah mengikuti
sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan kader PKK, ia mulai terbiasa memilah
sampah di rumah dan menyerahkannya ke bank sampah. [a merasa kegiatan tersebut
membantu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan memberikan tambahan
penghasilan dari hasil penjualan sampah yang dipilah. Menurutnya, masyarakat semakin
termotivasi ketika melihat hasil nyata dari kegiatan daur ulang yang dilakukan bersama.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip ekonomi sirkular oleh Dinas Lingkungan
Hidup (DLH) Kota Metro telah menunjukkan kemajuan. Ketujuh prinsip Walter Stahel
dapat terlihat dalam praktik lapangan yang nyata, baik melalui kegiatan individual
maupun kelompok. Reduce dan reuse dilaksanakan melalui edukasi langsung oleh Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) dan inisiatif warga yang menghasilkan produk seperti tas dari
tali keramik dan bunga hias dari sedotan, yang memiliki nilai jual Rp25.000-Rp50.000.
Recycle dilakukan melalui pengolahan kompos dan produk kreatif, menunjukkan
pemanfaatan limbah yang bernilai ekonomis. Recovermasih menghadapi kendala karena
keterbatasan fasilitas. Redesign tampak dalam pengembangan produk inovatif dari
limbah rumah tangga. Prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) sejalan dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 75 Tahun
2019, meski implementasinya belum merata. Prinsip kolaboratif dan partisipatif
didukung oleh kebijakan lokal serta keterlibatan aktif masyarakat, seperti ditunjukkan
oleh pengalaman Bu Martini yang awalnya tidak paham, lalu ikut memilah dan merasakan
manfaat ekonominya. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga
menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat,
memperkuat dampak dari kebijakan ekonomi sirkular di tingkat lokal.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat dianalisis
bahwa implementasi prinsip-prinsip ekonomi sirkular di Kota Metro memiliki
keterkaitan erat dengan teori dan pendekatan yang telah dikembangkan dalam kajian
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ekonomi sirkular secara global. Implementasi kebijakan ekonomi sirkular dalam
pengelolaan sampah di Kota Metro menunjukkan kecenderungan positif melalui
penerapan tujuh prinsip ekonomi sirkular menurut Walter R. Stahel (2019), yakni reduce,
reuse, recycle, recover, redesign, extended producer responsibility (EPR), serta
kolaboratif dan partisipatif. Penerapan ini juga selaras dengan pendekatan 9R (Refuse,
Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle) seperti
dijelaskan oleh (Kirchherr et al., 2017b), yang menekankan pentingnya pengurangan
limbah sejak dari sumber hingga optimalisasi siklus hidup produk.

Dari tujuh prinsip ekonomi sirkular menurut Walter R. Stahel (2019), terdapat
tiga prinsip yang telah berjalan secara maksimal di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro,
yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang ditopang oleh kegiatan edukasi, partisipasi aktif
masyarakat, serta nilai ekonomi dari produk daur ulang. Sementara itu, prinsip redesign,
kolaboratif, dan partisipatif mulai diupayakan meskipun implementasinya belum merata.
Di sisi lain, prinsip recoverdan Extended Producer Responsibility (EPR) masih menemui
hambatan, terutama karena keterbatasan fasilitas pendukung serta minimnya
keterlibatan produsen dalam pengelolaan sampabh.

Pada prinsip reduce, reuse, dan recycle, telah terlihat partisipasi aktif masyarakat
dan pengelola bank sampah dalam mengurangi timbulan sampah, memanfaatkan
kembali limbah non-organik, serta mendaur ulang sampah menjadi produk bernilai jual.
Teori dari Zink & Geyer (2017), memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa daur
ulang yang berkelanjutan perlu menghasilkan dampak lingkungan dan ekonomi yang
seimbang. Keberhasilan pada tiga prinsip ini dapat dikaitkan dengan dukungan edukasi
yang luas dan berkelanjutan, adanya nilai ekonomi langsung dari produk daur ulang, serta
keterjangkauan teknologi yang dibutuhkan. Ini menjadi bukti bahwa ketika edukasi,
insentif ekonomi, dan alat pendukung tersedia, penerapan ekonomi sirkular dapat
berjalan efektif di tingkat lokal.

Sebaliknya, pada prinsip recover dan Extended Producer Responsibility (EPR),
penerapannya masih lemah. Tidak tersedianya fasilitas pengolahan limbah residuseperti
popok dan pembalut menunjukkan tantangan besar dalam aspek teknologi dan
infrastruktur, sebagaimana dijelaskan oleh Setiawan (2023), Selain itu, prinsip EPR
belum berjalan optimal karena belum ada paksaan regulatif maupun insentif bagi
produsen lokal untuk mengelola limbah pasca konsumsi. Padahal menurut Murray et al
(2021), keberhasilan ekonomi sirkular sangat bergantung pada keterlibatan penuh pihak
produsen. Ini menunjukkan bahwa tanpa kebijakan daerah yang tegas dan pengawasan
yang konsisten, prinsip EPR cenderung terhenti pada tataran wacana.

Prinsip redesign mulai muncul dari inisiatif masyarakat dalam menciptakan
produk yang fungsional sekaligus bernilai estetika. (Geissdoerfer et al, 2017)
menyatakan bahwa desain ulang produk menjadi salah satu kunci utama transisi menuju
sistem ekonomi sirkular yang regeneratif. Keberhasilan awal dalam prinsip ini
menunjukkan bahwa kreativitas lokal dapat menjadi potensi besar jika dibarengi dengan
pelatihan desain dan akses pasar yang lebih luas. Prinsip kolaboratif dan partisipatif
menjadi landasan dari keberhasilan sebagian besar aktivitas pengelolaan sampah di Kota
Metro. Seperti dikemukakan oleh Poornaiya (2021), keberhasilan ekonomi sirkular
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bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kota Metro
telah berhasil memobilisasi masyarakat melalui struktur PKK dan sekolah, namun tingkat
partisipasi antar wilayah masih belum merata. Ini menunjukkan bahwa pembinaan
masyarakat harus disesuaikan dengan karakteristik sosial di masing-masing wilayah agar
hasilnya lebih merata.

Fasa (2021), menekankan bahwa upaya transisi ekonomi sirkular harus
memperhatikan literasi masyarakat. Brosch, et at (2022), juga menyatakan bahwa
keberhasilan penerapan ekonomi sirkular dipengaruhi oleh pemahaman terhadap nilai
lingkungan dan ekonomi dari produk daur ulang. Di Kota Metro, munculnya berbagai
produk berbasis limbah menunjukkan peningkatan pemahaman ini, meskipun masih
perlu diperluas agar menjangkau kalangan muda dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Masson et at (2022) menegaskan pentingnya integrasi antara inovasi sosial dan
pendekatan bisnis. Hal ini tercermin dari munculnya kelompok produksi berbasis rumah
tangga yang mengolah limbah menjadi barang jual. Namun tantangannya adalah
kesinambungan pasar dan daya saing produk daur ulang, yang masih kalah dari produk
komersial pabrikan. Ini menandakan perlunya strategi pemasaran dan dukungan
promosi dari pemerintah daerah.

Dengan demikian, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di Kota Metro
tidak hanya berdampak pada pengurangan timbulan sampah, tetapi juga mulai
membentuk fondasi ekonomi berbasis masyarakat yang lebih lestari. Namun demikian,
keberhasilan sebagian prinsip harus diimbangi dengan penguatan kebijakan,
peningkatan kapasitas teknologi, dan konsistensi partisipasi lintas sektor agar ekonomi
sirkular benar-benar menjadi sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, inklusif,
dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Ekonomi Islam terhadap Ekonomi Sirkular Pengelolaan Sampah

Implementasi kebijakan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah oleh Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro mencerminkan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam
yang menekankan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan tanggung jawab lingkungan.
Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah fil ardh (wakil Allah di bumi) yang
memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara ciptaan-Nya, termasuk
lingkungan dan sumber daya alam. Konsep ini tercermin dalam prinsip amanahyang
mengharuskan setiap individu untuk bertindak tidak hanya demi kepentingan pribadi,
tetapi juga untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, kegiatan pengurangan sampah
(reduce), pemanfaatan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle) yang diterapkan
melalui program bank sampah dapat dilihat sebagai upaya kolektif masyarakat dalam
menjalankan tanggung jawab tersebut.

Lebih lanjut, aktivitas pemilahan, pengolahan, dan pendaur-ulangan sampah yang
dilakukan oleh masyarakat Kota Metro melalui bank sampah juga selaras dengan prinsip
maslahah (kemanfaatan umum) dan /a dharar wa la dhirar (tidak membahayakan dan
tidak merugikan). Ekonomi Islam mendorong pemanfaatan sumber daya secara efisien
dan menolak praktik israf (pemborosan) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf: 31.
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Dalam hal ini, penggunaan kembali limbah untuk dijadikan produk bernilai jual tidak
hanya membantu mengurangi kerusakan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat
ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan ibu rumah tangga yang terlibat, sehingga
mendukung prinsip ad/ (keadilan distributif) dalam distribusi manfaat ekonomi.

Aktivitas ekonomi yang muncul dari pengelolaan limbah juga mendukung
prinsip a/-ihsan (berbuat baik secara maksimal) dan taawun (kerja sama) yang menjadi
ciri khas sistem ekonomi Islam. Kolaborasi antara DLH, PKK, dan masyarakat dalam
pengelolaan sampah menunjukkan bentuk nyata dari kerja sama komunitas berbasis
nilai-nilai moral dan etika Islam. Kegiatan ini tidak hanya menciptakan tambahan
penghasilan, tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan sebagai bagian dari
tanggung jawab keagamaan. Kegiatan daur ulang yang menghasilkan produk seperti
kompos, tas daur ulang, dan furnitur dari limbah plastik bukan sekadar solusi teknis,
tetapi juga mencerminkan bentuk nyata dari 7kAtiar menuju kehidupan yang lebih bersih,
sehat, dan sejahtera secara holistik.

Meskipun demikian, prinsip Aisbah (pengawasan sosial) dalam ekonomi Islam
juga perlu diperkuat dalam konteks ini. Kelemahan dalam penerapan prinsip recoverdan
extended producer responsibility (EPR) menunjukkan perlunya keterlibatan lebih lanjut
dari lembaga pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mengawasi serta mendorong
tanggung jawab produsen terhadap limbah pasca konsumsi. Dalam Islam, tanggung jawab
tidak hanya berada pada konsumen, tetapi juga produsen wajib memastikan produknya
tidak menimbulkan mafsadah (kerusakan) terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh
karena itu, penguatan kebijakan lokal dan peningkatan peran produsen sangat penting
agar prinsip tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan dapat terwujud secara
menyeluruh.

Dengan demikian, pendekatan ekonomi sirkular di Kota Metro dapat dipandang
sebagai model implementatif dari ekonomi Islam kontemporer yang mendorong
keberlanjutan, keadilan sosial, dan keseimbangan ekologis. Strategi ini tidak hanya
mendukung upaya pengurangan sampah dan peningkatan nilai ekonomi masyarakat,
tetapi juga merefleksikan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial dalam Islam yang
mendorong kesalehan individu sekaligus kolektif dalam menjaga amanah bumi. Maka,
penguatan ekonomi sirkular di tingkat lokal perlu terus didorong dengan kerangka
regulasi, teknologi, dan edukasi yang selaras dengan prinsip syariah untuk menciptakan
sistem pengelolaan sampah yang adil, berkelanjutan, dan berkah bagi seluruh
masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi ekonomi sirkular oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Metro
melalui program bank sampah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengelola
sampah secara berkelanjutan. Penerapan tujuh prinsip ekonomi sirkular menurut Walter
R. Stahel yakni reduce, reuse, recycle, recover, redesign, extended producer responsibility
(EPR), serta kolaboratif dan partisipatif—telah dijalankan secara bertahap dengan
melibatkan berbagai elemen masyarakat. Prinsip reduce, reuse, dan recycletelah berjalan
cukup baik berkat dukungan edukasi, fasilitas, dan keterlibatan aktif warga. Namun,
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pelaksanaan prinsip recover dan EPR masih menghadapi kendala, terutama pada aspek
fasilitas teknologi dan rendahnya keterlibatan produsen.

Dari perspektif ekonomi Islam, pendekatan ekonomi sirkular ini mencerminkan
prinsip-prinsip dasar seperti khalifah til ardh, maslahah, ta'awun, dan amanah. Kegiatan
pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pendaur-ulangan sampah merupakan wujud
nyata dari semangat anti-pemborosan (israf), keberlanjutan, dan keadilan sosial dalam
distribusi sumber daya. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan rumah tangga
dalam pengelolaan sampah menunjukkan bagaimana nilai-nilai spiritual dan sosial dalam
Islam dapat menjadi fondasi yang kuat bagi keberhasilan kebijakan lingkungan.

Dengan demikian, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di Kota Metro
tidak hanya berdampak secara ekologis dan ekonomis, tetapi juga memperkuat nilai-nilai
etika dan spiritual masyarakat. Agar keberhasilannya dapat berkelanjutan, disarankan
adanya penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas teknologi pengolahan sampabh,
serta pengembangan literasi masyarakat yang terintegrasi dengan nilai-nilai ekonomi
[slam. Pemanfaatan produk dari sampah organik dan anorganik perlu dimaksimalkan
agar bernilai guna dan jual lebih tinggi. Selain itu, bank sampah yang masih belum
berjalan optimal sebaiknya diaktifkan kembali melalui pendampingan berkelanjutan dan
kolaborasi lintas sektor. Rekomendasi ini diharapkan dapat membentuk ekosistem
pengelolaan sampah yang lebih adil, inklusif, dan membawa keberkahan bagi seluruh
masyarakat.
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